BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan wali seorang
wanita atau yang mewakili mereka dan dibolehkan bagi laki-laki dan wanita
bersenang-senang sesuai dengan jalan yang disyariatkan.' Allah SWT telah
mensyariatkan perkawinan dengan tujuan agar tercipta hubungan yang
harmonis dan bataan-batasan hubungan mereka. Tidak mungkin bagi seorang
wanita untuk merasa tidak butuh kepada seorang suami yang mendampinginya
secara sah meskipun dia memiliki kedudukan yang tinggi, harta melimpah
ruah atau intelektualitas yang tinggi. Begitu juga seorang laki-laki tidak
mungkin merasa tidak membutuhkan seorang istri yang mendampingnya®

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.’ Oleh karna itu, untuk
mewujudkannya suami istri harus saling membantu dan saling melengkapi
agar masing-masing dapat berkembang guna mencapaikesejahteraan apiritual
dan material.

Prinsip perkawinan menurut Undang-undang perkawinan tahun 1974

adalah monogami, sedangkan poligami merupakan pengecualian. Prinsip

! Musfir Aj-Jahroni, poligami dari berbagai presepsi, (Jakarta: Gema Insani Press 2002 M),5.
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hukum Islam mengatur kehadiran poligami sebagai hal yang mudah. Namun
demikian dalam pelaksanaan poligami tersebut harus dibarengi dengan
keadilan terhadap istri yang penuh tanggung jawab

Al-Quran menerangkan poligami dalam surat An-nisa’ ayat 3:
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“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap
(hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka
nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat.
Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka

(nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki.
Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.

Poligami dalam perundang-undangan dijelaskan pada pasal 3 ayat 2
undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yakni “pengadilan dapat
memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila
dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Apabila ditelaah, pasal
tersebut memberikan implikasi, bahwa poligami dapat dilakukan seorang pria
dengan persyaratan undang-undang.

Persyaratan poligami tersebut diatur dalam undang-undang pada UU no.1
tahun 1974 pada pasal 4 dan 5. Berikut juga mengenai tata cara
pelaksanaannya dalam peraturan pemerintah no.9 tahun 1974 tentang
penjelasan undang-undang no.1 tahun 1974 bab VIII pada pasal 40-44.

Dalam perkembangannya, Islam mengalami kemajuan yang pesat
dibandingkan agama-agama yang lain, yaitu dengan banyaknya penganut

agama Islam dan munculnya aliran-aliran yang ada di seluruh dunia.



Di Indonesia sendiri yang mayoritas penduduknya beragama Islam,
banyak organisasi kelslaman yang muncul diantaranya adalah Lembaga
Dakwah Islam Indonesia atau LDII. Lembaga Dakwah Islam Indonesia
(selanjutnya disingkat LDII) didirikan oleh H. Nurhasan Ubaidah pada tahun
1951 yang pada awalnya bernama Darul Hadits atau Islam Jama’ah.* Islam
Jama’ah ini merupakan salah satu organisasi yang terkenal eksklusif. Eksklusif
adalah sikap yang memandang bahwa keyakinan, pandangan, pikiran dan
prinsip diri sendiri yang paling benar, sementara keyakinan, pandangan,
pikiran dan prinsip yang dianut orang lain salah, sesat dan harus dijauhi.
Anggota dari kelompok ini terkenal tidak dapat berkerja sama dengan
kelompok lain yang tidak sealiran dan tidak seagama, akibatnya mereka
kurang bersifat terbuka dan juga kurang mau menerima pemikiran dari luar.’

Lembaga Dakwah Islam Indonesia merupakan nama baru dari sebuah
organisasi yang telah beberapa kali mengalami perubahan nama. Dari Islam
Jama’ah menjadi Lembaga Karyawan Dakwah Indonesia (LEMKARI) dan
kemudian menjadi LDII seperti sekarang. Islam Jama’ah merupakan sebuah
aliran atau lembaga kemasyarakatan yang bernaung di bawah pimpinan

seorang amir atau imam, yang sekaligus berfungsi sebagai sumber ajaran

* H. Hartono Ahmad Jaiz, Aliran dan Paham Sesat di Indonesia, (Jakarta : Pustaka Al Kautsar,
2002), 73.

> H. Abuddin Nata, Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia, (Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada, 2001), 42



(syari’at) bagi masyarakat yang dipimpinnya sesuai kepercayaan yang dianut,
dimana seorang imam atau amir mempunyai otoritas yang absolut.’

Ajaran-ajaran Islam Jama’ah yang tidak sesuai dengan LDII juga sudah
tidak digunakan lagi. Misalnya, masalah bai’at bagi anggota baru, sekarang
bagi siapapun yang akan menjadi anggota LDII boleh masuk tanpa harus
berbai’at kepada amir, karena istilah amir atau imam sendiri tidak digunakan
lagi dalam LDII yang ada adalah ketua umum dan istilah-istilah lain yang
biasa digunakan dalam sebuah organisasi.’

Adapun perbedaan yang mendasar dari ajaran Islam LDII dan Islam pada
umumnya yakni tentang poligami, dimana islam yang ada di Indonesia saat ini
mengikuti undang-undang perkawinan yang bilamana orang yang mau
berpoligami harus meminta izin istri pertama dan dilakukan di depan
pengadilan agama setempat.

Dan dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan K.H Abdullah
wasian beliau menuturkan bahwasanya seseoang yang ingin melakukan
poligami tidak perlu meminta izin istri pertama, akan tetapi kalau izin istri
pertama itu lebih baik. Beliau juga menjelaskan bila izin istri terutama itu
akan memperjelas nasab seorang anak karena diketahui istri pertama.®

Dari latar belakang di atas, melalui pengamatan penulis bahwa dijelaskan

dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa seorang

® Drs. Muhammad Sufyan Raji Abdullah, LC, Mengenal Aliran-Aliran Islam Dan Ciri-Ciri
Ajarannya, (Jakarta : LPPI Riyadhus Sholihin, 2003), 100.

’ Dewan Pimpinan Pusat LDII, Direktori LDII Edisi Kedua, (Jakarta : Dewan Pimpinan Pusat
LDII, 2002), 24.

¥ KoHiAbdullahl Wasian; WawancaraliSidoarjo; 11 Meil 206!



yang ingin melakukan poligami harus meminta izin kepada istri pertama dan
berproses di depan pengadilan agama namun di dalam ajaran LDII di daerah
Sruni Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo, bila seseorang yang ingin berpoligami
dia tidak perlu meminta izin terlebih dahulu kepada istri pertama. Dengan
latar belakang itulah yang menjadikan penulis merasa tertarik untuk meneliti

lebih lanjut dan ingin mengkaji dalam bentuk skripsi.

. Identifikasi dan Batasan Masalah
Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat
ditulis identifikasi masalah sebagai berikut:
1. Identifikasi masalah
a. Alasan diperbolehkan berpoligami dan Tata cara mengajukan poligami.
b. Syarat-syarat diperbolehkan poligami.
c. Poligami menurut pandangan ulama’ LDII.
d. Dasar hukum dan pertimbangan ulama’ LDII di Sruni Gedangan
Sidoarjo.
2. Batasan masalah
Sedangkan untuk pembatasan masalah, sehubungan dengan adanya
suatu permasalahan di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam
penelitian ini penulis membatasi hanya pada masalah-masalah berikut ini :
a. Menganalisa tentang Bagaimana Pandangan ulama’ LDII Dalam Hal

Poligami.



b. Bagaimana relavansi pandangan ulama’ LDII dengan perundang-

undangan perkawinan di indonesia.

C. Rumusan Masalah
Merujuk dari latar belakang masalah tadi, penulis merumuskan
permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana pandangan LDII di Sruni Gedangan Sidoarjo dalam hal izin
berpoligami tanpa meminta persetujuan istri pertama ?
2. Bagaimana Analisis Mas/ahah terhadap pandangan ulama’ LDII dalam hal

Izin Poligami tanpa meminta persetujuan Istri pertama ?

D. Kajian Pustaka
Dalam penulisan proposal ini, maka terlebih dahulu dipaparkan mengenai
karya-karya terdahulu, yang relevan dengan pembahasan diantaranya sebagai
berikut:

1. Analisis Yuridis izin poligami dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta
Selatan, (Dani Tirtana, 2008 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).” Skripsi ini
membahas tentang penyeselaian dalam hukum islam mengenai putusan
kontroversial sangatlah bisa dipahami melalui jalan kemanfaatan atau
kemaslahatan. Meskipun tidak sesuai ketentuan syarat alasan poligami,

dengan menimbang bahwa istri pemohon sudah mengizinkan suaminya

° Dani Tirtana, “Analisis yuridis izin poligami dalam putusan pengadilan agama Jakarta Selatan ”,
(SkripsiscUIN. Syarif Hidayatulkah idakarta;2008):



untuk berpoligami dengan keikhlasan, maka untuk mengkomodir kedua
keinginan yang baik tanpa ada paksaan apapun dari berbagai pihak,
kemudian permohonan-permohonan tersebut dikabulkan. Selain itu juga
menghindari perbuatan zina yang akan menimbulkan masalah baru, maka
kiranya hakim melihat surat ar-Ruum yang maksudnya adalah kehidupan
tentram tanpa ada masalah dalam keluarga.

2. Permohonan izin poligami (Studi Penetapan Pengadilan Agama Salatiga
No. 0525/pdt.G/2010/PA.SAL)." (M. Targhibul Hasan 2012 STAIN
SALATIGA), skripsi ini membahas Faktor-faktor yang menyebabkan
seorang suami mengajukan poligami dalam perkara permohonan ijin
poligami No. 0525/Pdt.G/2010/PA.SAL sebagai berikut: a. Isteri tidak
dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. b. Isteri tidak mau lagi
berkumpul dengan suami dengan alasan takut. c. Isteri mempunyai trauma
yang mendalam mengingat sudah mempunyai Sanak.

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap perubahan perkara dari isbat nikah
poligami pernikahan sirri menjadi izin poligami (studi terhadap putusan
No. 0558/PDT. G/2012/PA. YK, 0004/PDT.G/2013/PA. YK,
0135/PDT.G/2013/PA. YK)'' (Hafis Anggi Athar Aulia 2014 UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta). Skripsi ini membahas tentang perubahan

permohonan perkara isbat nikah dari pernikahan sirri menjadi izin poligami

1% M. Targhibul Hasan, “Permohonan izin poligami (studi penetapan pengadilan agama salatiga
No. 0525/pdt.G/2010/PA.SAL”, (Skripsi--STAIN SALATIGA: 2012)

"' Hafis Anggi Athar Aulia, “Tinjauan hukum islam terhadap perubahan perkara dari isbat nikah
poligami pernikahan sirri menjadi izin poligami (studi terhadap putusan No. 0558/PDT.
G/2012/PA. YK, 0004/PDT.G/2013/PA. YK, 0135/PDT.G/2013/PA. YK, (Skripsi--UIN Sunan
KalijagaYogyakarta: 2014):



karena telah memenuhi syarat dan rukun sesuai dengan ketentuannya, maka
hakim dapat mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut. Dalam skripsi
ini isbat nikah tidak bisa dilakukan karena rukun yang tidak terpenuhi
dalam yaitu ketiadaan wali nasab yang digantikan oleh seorang kiyai tanpa
adanya taukil ayah.

4. 1zin poligami dalam Prespektif Hukum Islam (studi terhadap putusan
pengadilan agama Mataram 2009).'” Liga binankit 2012 UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini membahas tentang Dasar pertimbangan
hakim dalam memutuskan perkara izin poligami. di sini hakim
mengabulkan izin poligami karena melihat asas kumulatif yaitu pihak isteri
pertama telah menyetujui dan melihat landasan normatif, yakni al-Qur’an
surat an-Nisa’ ayat (3), walaupun asas alternatif tidak terpenuhi. Kemudian
pada perkara No. 27/Pdt.G/2009/PA.MTR. Hakim di sini mengabulkan izin
poligami walaupun bila ditelaah Pemohon tidak memiliki kekuatan
finansial dalam memberikan nafkah keluarganya apabila dilihat dari segi
penghasilan dan pekerjaannya. Pertimbangan Hakim mengabulkan izin
poligami dalam perkara ini karena melihat asas alternatif dan komulatifnya

terpenuhi.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

'? Liga Binankit, “Izin poligami dalam prespektif hukum islam (studi terhadap putusan pengadilan
agama Mataram 20097, (Skripsis-WIN SunaniKalijaga Yogyakartas2012)i



1. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan tentang izin berpoligami
menurut Ulama’ LDII di Sruni Gedangan Sidoarjo.

2. Untuk mengetahui bagaimana analisis Maslahah, terhadap pandangan
Ulama’ LDII di Sruni Gedangan Sidoarjo dalam hal poligami tanpa

meminta izin istri pertama.

. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini diupayakan
agar dapat memberikan kontribusi pemikiran di bidang hukum, sehubungan
dengan Poligami Tanpa Meminta Persetujuan Dari Istri Pertama (Studi

Pemikiran LDII Di Sruni Kec.Gedangan Kab. Sidoarjo). Kegunaan penelitian

ini mencakup:

1. Kegunaan ilmiah, yaitu penelitian diharapkan dapat memberikan
sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya
yang berhubungan dengan poligami tanpa meminta persetujuan dari istri
Di samping itu dapat menjadi bahan acuan bagi yang akan meneliti lebih
luas masalah tersebut.

2. Kegunaan praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan
informasi sehubungan dengan analisis yuridis terhadap poligami tanpa
meminta persetujuan dari istri, selain itu dapat dijadikan pertimbangan

dalam menangani masalah poligami di masa yang akan datang.
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G. Definisi operasional
Penelitian ini membahas tentang Poligami Tanpa Meminta Persetujuan
Dari Istri Pertama (Studi Pemikiran LDII Di Sruni Kec.Gedangan Kab.
Sidoarjo). Untuk mempermudah pembahasan perlu adanya definisi operasional
yang jelas untuk menghindari kesalahpahaman sehubungan dengan judul
diatas, yaitu :
1. Pengertian Mas/ahah
Kata Maslahah semakna dan sewazan (setimbangan) dengan kata al-
manfaat, yaitu bentuk masdar yang berarti baik dan mengandung manfaat,
Mags lahah merupakan bentuk mufrad (tunggal) yang jama’nya (plural) al-
mashalih. Dari makna kebahasaan ini dipahami bahwa Mas/ahah meliputi
segala yang mendatangkan manfaat , baik melalui cara mengambil dan
melakukan suatu tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan
segala bentuk yang menimbulkan kemadharatan dan kesulitan."
Maslahah Mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata yaitu
Maslahah dan Mursalah. Kata Maslahah menurut bahasa berarti manfaat,
dan kata Mursalah berarti”lepas”. Gabungan dari dua kata tersebut yaitu
Maslahah Mursalah menurut istilah, seperti dikemukakan abdul wahhab
khallaf, berarti” sesuatu yang di anggap maslahat namun tidak ada
ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula ada dalil

tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”. Sehingga ia

** Said Ramadhan al-Buthi, Dhawbit al- Mas/ahah fi al-Syari’ah al- 1slamiyah, (Beirut: Muassah
al:Risalahy1997) 28
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disebut Maslahah Mursalah (Maslahah yang lepas dari dalil secara
husus)."*

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Mas/ahah
adalah mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala
kemungkinan yang merusak. Lebih jelasnya Manfaat adalah ungkapan dari
sebuah kenikmatan atau segala hal yang masih berhubungan denganya,
sedangkan kerusakan adalah hal-hal yang menyakitkan atau segala sesuatu
yang ada kaitan denganya."

2. Poligami : Kata Poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata Poli
atau Polus yang artinya banyak, dan kata gamain atau gamus yang berarti
kawin atau perkawinan, maka ketika kedua kata ini digabungkan akan
berarti suatu perkawinan yang banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang
tidak terbatas. Namun dalam Islam poligami mempunyai arti perkawinan
yang lebih dari satu dengan batasan umumnya dibolehkan sampai empat
wanita ( Nasution, 2002:284). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,
poligami diartikan dengan ikatan perkawinan dimana yang laki-lakinya
boleh mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama (Departemen P
dan K, 1994:261). Poligami juga diartikan sebagai perkawinan lebih dari
seorang istri (Mujib, 1994:261).

3. LDII : Lembaga Dakwah Islam ndonesia adalah organisasi yang ada di
Indonesia yang terkenal eksklusif dan memiliki cara pandang yang berbeda

dengan organisasi lainnya.

* Satria Effandi M. Zein, M.A, Ushul Figh, (Jakarta: Kencana, 2005) 148.
17 iDepdikbud;.; Kamus /Besar Bahasa Indonesias (Jakanta: Balai Pustaka; 1989): 25
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H. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.
Metode kualitatif merupakan sebuah cara yang lebih menekankan pada aspek
pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan.'®
1. Data yang dikumpulkan
Data yang dikumpulkan pada penelitian ini terdiri atas data primer dan
data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan
tindakan sebagai sumber data utama,'’
2. Sumber Data
a. Sumber Data Primer
Data primer berupa data yang diperoleh langsung dari responden,
yakni ketua LDII di Desa Seruni
3. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi dokumen
yang dihimpun dari kantor LDII DI Desa Seruni dan Peraturan lainnya
ataupun data pendukung yang diperoleh dari buku-buku atau jurnal
hasil penelusuran studi kepustakaan.
4. Teknik pengumpulan data
Untuk memperoleh beberapa data yang di butuhkan, maka digunakan

beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

!¢ Wahdi Bahtiar, Metodologi Penelitian ilmu Dakwah, (Jakarta: Logos, 2001), 1.
'7 Lexy Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), 116.
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a. Studi Pustaka
Penelitian ini dilakukan dengan telaah pustaka, dengan cara data-
data dikumpulkan dengan membaca buku-buku atau pun perundang-
undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas yakni
tentang poligami tanpa meminta izin dari istri pertama.
b. Dokumentasi
Teknik dokumentasi ini di gunakan untuk mengumpulkan data dari
naungan LDII. Sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman.'® Cara
mendapatkan data yang sudah ada dan di dokumentasikan pada instansi
yang terkait.
c. Wawancara
Wawancara adalah proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan
antara dua orang/lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung
informasi-informasi atau keterangan-keterangan."” Cara memperoleh
data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada
Narasumber, yaitu kepada beberapa pimpinan, kyai-kyai dan ustad-ustad
yang ada di Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Sruni Gedangan
Sidoarjo.
d. Observasi
Observasi pada intinya adalah sebuah proses pengamatan atau
pemantauan akan suatu Objek atau masalah yang dari situ akan di ambil

laporan atau kesimpulan.

'8 Sutrisno Hadi, Metodologi Research( Jogjakarta : Fakultas Psikologi, 1991), 226.
12 iCholiehNarbuka; Abu Ahmad; Metddologi Penelitian] (/Jakarta 1 Bumi Antarika 200%); 83:
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Tujuan dari observasi adalah menggambarkan segala sesuatu yang
berhubungan degan objek penelitian, mengambil kesimpulan yang di
susun_menjadi sebuah laporan yang relavan dan dapat bermanfaat
sebagai sebuah bahan pembelajaran atau studi.”

5. Teknik Pengolahan Data

pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode
ilmiah, karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat di beri arti dan
makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder
selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, yaitu
dengan menuliskan, menjelaskan, dan memaparkan permasalahan tentang
berpoligami tanpa meminta izin dari istri pertama di Sruni Gedangan
Sidoarjo.

Analisis data penelitian kualitatif pada dasarnya sudah di lakukan
sejak awal kegiatan penelitian sampai ahir penelitian . dengan cara ini
dihrapkan terdapat konsistensi analisis data secara keseluruhan. Karena
mengingat penelitian ini bersifat deskriptif , maka di gunakan analisa data
filosofis atu logika yaitu analisa induktif.

Dalam penelitian ini digunakan metode induktif untuk menarik suatu

kesimpulan terhadap hal hal atau peristiwa-peristiwa dari data yang telah

#9 iSandjaja dan Albertus Heriyanto; Panduan Penglitian, (Jakarta: Prestasi Pustakabya, 2006); 110!
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dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang bisa di

Tarik kesimpulan.”'

I. Sitematika Pembatasan

Agar pembahasan dalam Judul ini mempunyai alur pikiran yang jelas dan
terfokus pada pokok permasalahan, maka penulis menyusun sistematika dalam
lima bab dari Judul ini meliputi:

Bab Pertama : Pendahuluan berisi tentang uraian latar belakang masalah,
rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian,
definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua : tinjauan umum penyusun menempatkan pembahasan
mengenai tentang poligami meliputi pengertian poligami, dasar hukum
poligami, pandangan para ulama, syarat-syarat poligami menurut syari’at
Islam, dan syarat-syarat poligami menurut peraturan perundang-undangan.

Bab Ketiga : data lapangan yang memaparkan gambaran umum tentang
profil LDII di Sruni Gedangan Sidoarjo, dan mengenai hasil wawancara
dengan ulama’ LDII.

Bab Keempat : merupakan analisis pandangan Ulama’ LDII tentang
poligami tanpa meminta izin dari istri pertama dan bagaimana tinjauan
yuridis terhadap pandangan Ulama’ di Sruni Gedangan Sidoarjo.

Bab ini merupakan inti pembahasan dalam skripsi ini, yang dimaksudkan

untuk memperoleh jawaban yang konkrit dari pokok masalah.

#ilbid:;80,
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Bab Kelima : Kesimpulan Merupakan bagian terakhir dari skripsi atau

penutup yang memuat kesimpul n.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinshy.ac.id digilib.uinsby.ac.id



